SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan
kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Kota
Surakarta yang transparan dan akuntabel serta
efektif dan efisien, maka perlu disusun Standar
Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Daerah Kota Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45);

2. Undang-Undang . . .



Menetapkan

-0-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Surakarta.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Surakarta.

Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau

kegiatan pada bidang tertentu.

6. Standar . . .
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Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang
selanjutnya disingkat SOP adalah ukuran yang
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau
penerima layanan.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai
penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB II
SOP

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu meliputi:

a.
b.
C.
d.

kegiatan;
pelaksanaan;
baku mutu; dan

keterangan

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

BABIIL. ..



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 April 2022

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd
AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

,’—H\‘ Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

T, SETDA KOTA SURAKARTA
“Kepala Bidang Pembinaan dan

~——Evaluasi Kinerja ASN pada BKPSDM

“ /" YENI APRILIAWATI




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA
SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Demikian Standar Operasional Prosedur ini untuk dipedomani dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kota

Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd
GIBRAN RAKABUMING RAKA



